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LEMBAR DISPOSISI

~

-

Nomor Agenda : SEK/INT/927/4/2022
Asal Surat : Tuaka Bin
Hal : Arahan Atas Hasil Harmonisasi Rancangan Perma tentang Tata Cara
Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap
Putusan Perampasan Barang-barang Bukan Kepunyaan Terdakwa
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MAHKAMAH AGUNG RI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13
TELP. 3843348, 3843459, 3843557,3844302
3845793, 3451173, 381234, 3457642, 3457624
TROMOL POS NO. 1020
JAKARTA 10010

Kepada
Dari
Lampiran
Perihal

MEMORANDUM

Nomor . 46/Tuaka Bin/M/1V/2022
Tanggal . 6 April 2022

Sekretaris Mahkamah Agung R.1.

Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung R.I.

1 (satu) rangkap.

Arahan atas Hasil Harmonisasi Rancangan Perma tentang Tata Cara
Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik

terhadap Putusan Perampasan Barang-barang Bukan Kepunyaan

Terdakwa.

Dengan hormat,

Menunjuk Memorandum Saudara Nomor 41/SEK/M/03/2022 Perihal Peryampaian
Hasil Harmonisasi Rancangan Perma tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak
Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang-barang Bukan

Kepunyaan Terdakwa, maka setelah dilakukan telaah atas hasil harmonisasi tersebut, berikut

ini disampaikan arahan hasil harmonisasi untuk diintegrasikan ke dalam Perma

Kiranya Saudara Sekretaris dan Kepala Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah

Agung segera menyelesaikan proses administrasi hingga diterbitkannya Perma tersebut.

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

Ketua Kamar Pem

ung RI,

(o]

Prof. Dr. tw r Rahmadi, S.H., LL.M.

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI.

2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial.



LAMPIRAN

Arahan atas Hasil Harmonisasi Rancangan Perma tentang Tata Cara Penyelesaian
Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang-

1.

2.

2 ;o= W

7.
8.

barang Bukan Kepunyaan Terdakwa

Bagian Konsiderans Menimbang setuju dengan rumusan usulan termasuk penggunaan
kata “iktikad”.

Pasal 1 angka 7, gunakan satu istilah “Menteri Keuangan” tanpa menggunakan
tambahan frasa “dan/atau Kementerian Keuangan”. Oleh karena walaupun badan hukum
publiknya bernama Kementerian Keuangan, akan tetapi untuk menyebut peran
kelembagaannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan selalu merujuk
nomenklatur pimpinannya, yaitu Menteri. Misalnya dalam berbagai UU dimuat definisi
Menteri adalah...., bukan Kementerian ... adalah ......

Dalam pasal-pasal selanjutnya harus pula secara konsisten menggunakan istilzh Menteri
Keuangan.

Penghapusan Pasal 1 angka 5 disetujui.

Pasal 3. Penghapusan Pasal 3 disetujui.

Pasal 4. Usulan rumusan Pasal 4 disetujui.

Bagian Ketiga. Penghapusan kata “surat” disetujui.

Pasal 6. Usulan rumusan Pasal 6 ayat (1) disetujui.

Akan tetapi untuk Pasal 6 ayat (7) pertimbangkan ulang. Draft awal menggunaxan istilah
“manual” sebagai lawan kata dari “elektronik” didasarkan pada Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi =lektronik
yang pada Pasal 1 angka 25 dan Penjelasan Pasal 60 ayat (1) menyektut “tanda
tangan elektronik” dan “tanda tangan manual’, sehingga lawan kata “elektronik”
adalah “manual”’. Oleh karena telah terdapat peraturan perundang-undangan
setingkat PP yang menggunakan istilah “manual” sebagai lawan kata “e:ektronik”,
maka sebaiknya digunakan istilah manual. Kecuali Tim harmoniszsi dapat
menunjukkan peraturan perundang-undangan lain yang menggunakan istilah
“konvensional” sebagai lawan kata dari “elektronik”. Akan tetapi Tim Harmorisasi juga
tetap harus berpedoman pada Perma atau rancangan vm::m lain, agar konsisten
menggunakan istilah manual ataukah konvensional sebagai lawan <ata dari
elektronik. Keputusan akhir diserahkan dan segera ditentukan oleh Tim Harmonisasi
untuk draft Perma ini.

Pasal 7. Usulan rumusan Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (5) dan ayat (6) disetujui.

Pasal 8. Usulan rumusan pasal 8 disetujui.



9

10.
1.

12.
13.

14.
15.

16.

Pasal 9 ayat (1) rumusan awal harus tetap dipertahankan sesuai draft. Usulan adanya
istilah “intervensi” justru akan membingungkan. Terkait dengan ayat (2) juga tetap
dipertahankan sesuai draft awal. Ketua/Kepala Pengadilan tingkat pertama yang harus
cerdas, arif, dan bijaksana menyikapi rumusan Pasal 9 ayat (1) dan (2) tersebut.

Pasal 10. Usulan rumusan Pasal 10 disetujui.

Pasal 12. Usulan rumusan Pasal 12 disetujui.

Pasal 13. Seluruh usulan rumusan Pasal 13 disetujui.

Pasal 14. Penghapusan frasa “hanya dapat” pada ayat (2) disetujui.

Akan tetapi ayat (4) huruf b harus dipertahankan sesuai draft awal. Ma<sud kata
“dikecualikan” adalah: Dalam putusan perkara pokok dapat terjadi ada lebih dari 1 (satu)
objek yang dirampas, sedangkan objek permohonan keberatan hanya diajukan terhadap
1 (satu) atau sebagian objek yang dirampas. Karena itu jika permohonan keberatan
“dikabulkan”, maka disebut bahwa objek permohonan yang dikabulkan “dikecualikan”
atau “dibatalkan”, yaitu dikecualikan dari objek yang dirampas dalam putusan perkara
pokok.

Pasal 20. Usulan rumusan Pasal 20 disetujui.

Pasal 25. Pertahankan rumusan draft awal terkait frasa “penetapan atau putusen’, karena
istilah penetapan merujuk pada produk hukum hakim tingkat pertama atas permohonan
keberatan berupa penetapan yang bisa jadi BHT karena tidak ada upaya hukum kasasi.
Sedangkan kata “putusan” merujuk pada produk hukum Mahkamah Agung dalam tingkat
kasasi atas penetapan pengadilan tingkat pertama yang berbentuk putusan. Jaci atas
permohonan keberatan, produk hukum Hakim tingkat pertama disebut sebagai
“penetapan”, sedangkan jika diajukan upaya hukum kasasi atas penetapan tersebut,
produk hukum Mahkamah Agung berupa “putusan”. Selebihnya gunakan istilah Menteri
Keuangan.

Pasal 26. Usulan rumusan Pasal 28 disetujui, tetapi pastikan, kata yang tepat “disehkan”
atau “diundangkan”, oleh karena peraturan perundang-undangan berlaku sstelah

diundangkan. Untuk usulan rumusan Pasal 26 ayat (5) dipandang tidak perlu.
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MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9 — 13 TELP. 3843348, 3810350, 3457661
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

MEMORANDUM
Nomor :9f /Bua.6/HK.00/111/2022

Kepada : Yth. Sekretaris Mahkamah Agung.

Dari : Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung.

Lampiran : 1 (satu) rangkap.

Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan
Mahkamah Agung

Tanggal ;[0 Maret 2022.

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya harmonisasi rancangan
Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak
Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang-Barang
Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Dengan ini disampaikan naskah hasil harmonisasi dan notulensi
harmonisasi tersebut. Mohon perkenan Bapak untuk dapat meneruskannya
kepada Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia di ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Humas
Badan Urusan Administrasi
Mahkapngeh Agung RI

Dr. H. 86bandi, SH., MH




